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PERATURAN GUBERNUR PROVING DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA
NOMOR 114 TaMUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENYIAPAN

TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: bahwa uniak melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Duerab den
Piagal 42 Poraturan Guberwr Nomor 119 Tahun 2009 tentang
Orgarisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi, periu
manetapkan Peraluran Gubermur tertang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Penyiapan Tenaga Kerja;

Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawalan sebagamana telah divbah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1869;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenage Kena;

Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tertang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomod 1 Tahyn 2004 tentang Perbendaharaan
Negarg

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tertang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangging Jawab Pengelolasn avangan Negara:




10.

.

12.

3.

14,

15.

16,

17.

18.

19.

2

Undang-Undang Nowor 32 Tahun 2004 ‘entang Pemerintahan

Daerah, sebagamana blah beberapa kai diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tatun 2008

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tertang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja ndonesia di Luar Negaeri

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik hdonesia;

Peraturan Pemeristah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peratuan Pemeintah Nomer 6 Tahun 2008 tenteng Pengelolaan
Barang Milk Negara/Daerzh wBbagaimana tdah divbah dengan
Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah; '

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolasn
Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tertang Organisasi
Perangkat Daerak |

Peraturan Menteri Dalam MNegori Nomar 13 Tahun 2006 tentang
Fedoman Pengslolaan Kevangan Daevah sebagaimana telsh diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 54 Tahun 2007

Perauran Merieri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 t

Pola Organisasi Petangkat Daerah Provinsi Daarah Khuass lbukota
Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah: :

Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2000 tartang? Organisasi_

dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KER.JA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA,

- e —



BAB |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Gubemur wi yang dimaksud dengan :

1.

2

3

4.

2,

6.

10.

11.

12.

Dasrah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakaria.

Pemerintah Daerah adakh Gubermur dan Perangkat Daersh sebagai
unsur penyelenggara pemerittahan daarah,

Gubernur adalah Kepala Daeh Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Sekretariat Dasrah adalah Sekretariat Daixah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Inspekiorat addah hspekiorat Proviasi Dagah Khusus Ibukota
Jakarta.

Baden Pengelola Keuangan Daemh adabh Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta,

Badan Kepepawaian Daerah adatah Badan Kepegawalan Daersh
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, _

- Biro Organisasi dan Tatalaksana adalzh Bira Organisasi dan Tatdaksans -

Sekretarlat Daerah,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dings Tenaga Kerjz dan
Transmigrasi Provinsi Dasrah Khusus Ibukota Jakarta,

Kopela Dinas adakh Kepala Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi
Provingi Daerah Khusus bukota Jakarts,

Pusat Penyiapan Tenaga Kerja yatg selanjutnya disingkat PPTK
adalah Pusat Perwiapan Tenaga Kefja Dinas Tenaga Kerg dan
Transmigrasi,

Kepalh Pusat.adalah Kepala Pusat Penylapan Tenaga Kerja,

13.TK! adalah Singlatan dari Tenaga Kera Indonesia.

BaB i
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan -Gubemur ini dbentuk Pusat Penyiapan Tenaga Kerja.




BAB ||
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) PPTK merupakan Unit Peiksana Tekris Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam pelaksanaan penyiapan tenaga kerja,

{2) PPTK diimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas,

Pasal 4
(1)PPTK mempuryai tugas melaksanakan penyiapan tenaga kerja,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPTK mempunyai fungsi:

a pohyusunan Rencana Keda dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK:

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK:
G Ppefyusunan slandar dan prosedur panylapan dan penempatan THE

d. ‘penyusunan program penyuluhan, sosiallzasi, seleksi dan penyiapen
penempatan calon TKI ke (uar negeri;

e pelaksanaan pengsmpulan data, penyebaruasan informasl dan
saleks calon TK| ke uar nageri;

f pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengevaiiasian
lembagea psnempatan Bnaga kerja ke luar negeri: '

8 pelaksanaan pengelolaan teknalogl informasi PPTK;
h pelaksanaan keriasama promasi tenaga kerja ke luar negeri
L penyiapan, dan palayanan penempatan cean TKike luar negeri

} pemantauan, pengendalfian, dan evaluas pelaksanaan penempatan
TKI ke luar negeri

k pelaksanaan bimbingan dan konsukasi teknis bagi caion TK| TK]
dan lembaga penempatan tenaga kerja uar negeri;

|l pelaksanaan pelayanan dokumen keberangkatan tenaga kerja ke
luar negert

m.pelaksanaan publikasi kegiatan PPTK;
n. pengeiolaan kepegawaian, keuangan dan barang
o pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

P. penyiapan ‘bahan laporan Dinas Tenaga Kefa dan Transmé.grasi
yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPTIC dan

G pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
PPTK.




BAS Vv
ORGANISASH
Bagian Kesalu
Susunan Organigasi
Pasa 5
(1) Susunan Organisasi PPTK lerdiri dari:

a Kepab Pusat;

b. Subbagian Tata Usaha

¢ Seksi Penyiapan dan Penempatan;

d Seksi Kelembagaan danp Bursa Kerjg dan
& Subkelompok Jabaten Fungsional,

(2) Bagan Susunan Orgarisasi PPTK sebagaimana tercantum dajam
Lampiran IPeraturan Gubernur ini

Bagian Kedys
Kepala Pusat
Pasal §
Kepala Pusat mempunyal iugas -

a mamimpin dan mengoordinasikan pelalaanakan tugas dan fungsi
PPTK sebapaimana dimaksud datam Pasal 4

b. mengoordnasikan  palaksanaan tugas Subbagian, Seks| dan
Subkelompok Jabatan Fungsional;

¢. melaksanakan koordinasi dan kerla sama dengan Satuan
Perangkat Daerah (SKFD), Uit Kerja Perangkat Daerah {(UKPD) dan/
alau irstansi pemerimtahkwasta terkait, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi PPTK; dan

d. melaporkan dan mempartangqungjawabkan pealaksanaan fugas dan
fungsi PPTK.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usahs
Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Keja Staf dalam
pelaksanaan administrasi PPTK .

(2} Subbagian Tata Usaha dipimgin cleh seorang Kepala Subbagian vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal
Pusat
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai fugas:

a meryusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (OPA) PPTK sesuai dengan iingkup
tugasnya; '

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} PPTK
sesuai dengan Jingkup tugasnya;

¢ mengoordinasikan penyusunan Rencana Kefja dan Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK;

d. menghimpun bahan dan mengoardnasikan penyusunan rencana
strategi PPTK;

e mebksanakan moniioring, pergendalian, dan evaluasi pelaksanaan
Dolkumen Pelgksanaan Anggaran (DPA) PPTK:

f. melaksanakan pengelolaan teknokigi inforasi PPTK:

g melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang;

h. mebksanakan kegiatan ketatausahaan seperf sura menyurat, dan
kearsipan PPTK;

L. mebksanakan pemefharaan dan perawalan prasarana dan sarana,
kerja PPTK;

J. memelihara kebersihan, keindghan, keamanan, dan ketertban
kantor;

k. melaksanakan pengurusan ruang rapat dan pengsturan acara
PPTK;

l. meiaksanakan pubikasi kegigtan PPTK;

m.mengocrdinasiken  penyusunan laporan  (keuangsn, kinerja,
kegiatan dan akuntabilas) PPTK;

h. menjapkan bahan laporan PPTK yeng terkait dengan tugas
Subbapian Tata Lisaha; dan

0. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha,

Bagian Keempat
Seksi Penyiapan dan P snempatan

Pasal 8

(1) Seksi Penyiapan dan Penempatan merupakan Satuan Kera Lini
PPTK dalam pelaksanaan seleksi dan penyiapan cadan TK].

{(2) Seksi Penvispan dan Penempatan dipimpin oleh seorang Kepaa
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Pisat.

(3) SeksiPenyiapan dan Penempatan meampunyai tugas:

a memyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran {RKA) dan
Dolumen Pelaksanaan Anggaran [OPA} PPTK sesuai dengan
fingkup tugasnys;

b, meleksanakan Dokumen Pslaksanaan Anggaran (DPA) PPTK

sesud dengan lingkup lugasnys;

manyusun standar dan prosedur penyiapan dan penempatan TKE

menyusun -dan melaksanakan program, penyiapan dan pelayanan

penempatan TK] ke uar negert;

r o
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melaksanakan pengumpulan data, rekrutmen dan seleksi calon
TKI k& luar negeri

melakukan bimbingan pelayanan penempdan calon TKI/TK! ke
‘var negerj

metakukan pencolatan, pendafiaran, perjanjian penempatan TKI
dengan Lembaga Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja
ndonesia Swasta;

memfasiltasi pemuangan TKI 4 pelabuhhan demarkast;
meiakukan moritoring dan  evaluasi penempaan TH ke fuar
negeri

metakukan penelian dokumen permintaan T {job order) dari luar
hegers;

menyiapkan rekomendasi pembuatan paspor;

menyiapkan bahan kaporan PPTK yang berkaitan dengan tugas
Seksi Penyiapan dan Penompatan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Seksi Penyiapan dan Penempatan
Bagian Kelima
Seksi Kelembagaan dan Bursa Kesja
Pasal 9

(1) Seksi Kelembagaan dan Bursa Keda merupaken Sstuan Kera Lin
PPTK dalam psiaksansan pembinaan  kslembagaan pelaksana
penempatan knaga kefja indonesia swasta dan pelaysnan burss
kerja. - :

(2) Seksi Kalembagaan dan Burss Kerja dipimpin oleh searang Kepalg
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepaila Pusat.

(3) Seksi Kelembagaan dan Busa Kerja mempunyai tugas:

menyusun bahan Rencana Keria dan Anggaran (RKA) dan
Dolaimen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK sesysi dengan
bnglup tugasmys

melksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPTK
sesuai dengan lingkup tugasnyz;

mernyusun pelavanan bursa kerja luar negert

melakukan :bimbingan pelayanan dan penyelenggaraan bursa kerja _
luar -negeri;

memfasiitasi penyelenggarasn pembekalan akhir pemberangkatan
TKi ke luar neger:

melakukan pelayanan informasi bursa kera luar neger;

melakukan penelitian materi peranfian kerja TKI; '
melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian
lembaga penempalan tenaga kerja ke luar neger;

melaksanakan promosi tenaga kerja ke luar negerk

menyiapkan bahan laporan PPTK yang berkaitan dengan tugas
Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerjg dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
SeksiKelembagaan dan Busa Kerja




Bagan Keenam
Subkalompok Jabdan Fungsional
Pasal 10
(1) PPTK dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional
2) mw melaksanakan tugas dalam sysunan ofganisasi

Pasal 11

1) Dalan rangka hiiarvko
{ }fungslonal mww pmresz‘kaaﬁwa g mpe]mata

bagian dari Kelompok .Jabatan Fungsmnal Dinas T.naga Karﬁl dan
Transmigrasi yang ditetapkan coleh Kepala Pusal.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebageimana dimaksud pada ayat
}(1] cﬁnp{n oleh sedfang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsi:rsl:]
rkodudukm di bawsh dan benanggung jowab kepada Kepals

(3} Ketua Subkelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pade
ayﬂ {2) diangkat dan diberhenfikan oleh Kepala Pusat darl pejabat g
yang dihormati  dgikalangan pejabat fungsioral sesuai

Ié_:;nggulan kompaens! {pengetahuan, dan indegeitas) yang

(4) Ketenhion lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsionsl PPTK diatur
dengan perdluran Gubesmur sebaga bagan darl pe jabatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi muai ketentuan

Pamll.:rﬂn parundang-undangan.

BAB V i
ESELON *
Pasal 12

{1)Kepala Pusat sebagaimana dmaksud dalam Pasal S ayat (1) huntf a
( adalah Jabatan Struldural aselon i &

{2) Kepala Subbagian Tala Usaha sebagaimana dmaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adalah .labatar) Stnukiural eselon 1V a

Kepala Seksi sabagaimana dimaksud dalam Pasal 8 {2} dan
) Pasal 9 ayat {2) adatah Jebalan Struktural eselon [V :.yat 9

8AB W
TATA KERJA
Pasal 13

{¥) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPTK wajib taat dan
berpedorman pada ketentuan peratiwan penindang-undangan.



(2) Kepala Pusal mengembangkan koordnasi dan kerjasama dengan
Satuan Kerja Perangkal Daerah (SKPD), Urit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) danetau Instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi PPTK .

" Pasal 14

Kepala -Pusal, Kepala Subbagi an, Kepala Seksl, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPTK wajib melaksanakan fugas masing-
masing sesuai dengan kelemuan peraturan perundang-undangan serta
menerapkan prnsh koondinasi, kerf@ sama, imtegrasi sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabifias, ransparansi, efektivitas dan efisiensi

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan  Katua
Subkelompok Jabatan Fungsional pada PPTK wijb  memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tuges, membing, dan merilai Kneja bawahan masing-
masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagan, Kepala Seks| Ketug Subkelampok
Jabatan Fungeional dan pegawai pada FPTK wajib mengikuti dan
mematuhl perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 16

Kepala Pusa, Kepala Subbagian, Kepsala Seks|, dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPTK wajb mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan wLigas bawahan mashg-masing serta mengambil langkah-
langkah yang dipefikan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atay ndikasi penyimpangan.

Pasa 17

(1) Kepala Pusa, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Ketua Subkelompok
<abatan Fungsional dan pegawai pada PPTK wiib menyampaikan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-
masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mertindaklanjuti dan menjadikan taparan yang diterima sebagai bahan
pengambilan kepulusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1) Sekretarid dacrah melalsi Bro Organisasi dan Tatalaksana
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
pelaporan terhadap PPTK sebagai bagisn dai  pembinaan
kelembagaan, kelatsl&sanaan dan pelapomn Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
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(2) Ketentuan lebih danjul mengensi: pernbing an kelembagaan, ketatdaksanaan
dan pelaporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatwr dengan
Peraturan Gubemur.

BAB Vi
KEPEGAWAIAN

Fasal 19

{1) Pegawai Negeri Sipil pada PPTK menpakan Pegawai Negeri Sipil
Daerah.

(2) Pangelolaan kepegawsatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilaksanakan sesuai kelemduan peraturan perundang-undangan d
bidang kepegawaian,

{3} Dalam pelaksanaan pengeiclaan kepegawaian, PPTK mendapat
pembinaan dar Seketars Oaerah melalul Badan Kepegawaian
Daerah dan Bro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari
pembinaan kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigrasi,

BAB VIl
KEUANGAN

Pasd 20

{1) Belanja pelaksanaan ugas dan fungsi PPTK dibehankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah,

(2) Pengelolaan  belanja sebagaWnana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan
bidang keuangan negaradaerah.

Pasal 21

{1) Pendapatan yang bemumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPTK
merupakan pendapaan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dmaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan d
kidang keuangan negarafdaerah,

BAB X
ASET
Pasa| 22
(1) Aset vang dipergunakan deh PPTK sebagai prasaana dan sarana

kerja. merupakan aset daerah dengan stalus kekayaan daerah yang
tidak dipisahkan,




11

(2) Pengelolaan aset atzu prasyana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat () diaksanakan sesuai ketentuan
perundang-undangan o bidang keuangan negara/daerah dan
ketenfuan peraturan permdang-undangan  di bidang pengelolaan
barang miik negara/ daerah,

Pasal 23

(1)Prasarana dan samana kerig yang dierima dalam bentuk pemberian,
Hinah, dan bartuan dan pihak ketiga kepada PPTK dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya mengakan penerimaan barang
daerah.

{(2) Penerimaan barang daerah sebagamana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubermur melalis Kepala: Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaky Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai

Bendahara Umum Dazah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset
daerah.

BAB X
FORMAS) JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Pasal 24

{1) Kepala Pusat dbantu oleh 1 {8al) orang Kepaln Subbagian Tata
Usaha, 1 (satu) omng Kepal Seksi Fenyiapan dan Penempatan dan
1 (satu) orang Kepala Seksi Kelembagaan dan Bursa Karia sebagal
bawahan langsung,

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibanty sebanyak-banyaknya oleh

12 {dua belas) .orang Pejabat Fungsional Umum/Tertenty sebagai
bawahan Jangsung,

(3} Kepaa Seksi Penyiapan dan Penempatan dbanty sebanyak.-
banyakrya oleh 24 (dua puiuh empal) omang Pejabat Fungsional
Umum/Tertentu sebagal bawahan langsung.

(4) Kepab Seksi Kelembagaan dan Bursa Kerja dibanty  sebanyak-
banyaknya oleh 7 {tujuh) omng Pejabat Fungsional Umumy/Tertenty
sebagai bawahan Jangsung

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3} g:ian ayat (4) sebagamana tercantum dalam Lampiran § Peraturan
upernur int

{6) Rincian formasi jabatan 2abagaimana d maksud pada ayat {5) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan pegawai PRTK.

Pasal 25
(1) Standar peraiatan ketfa minimal setiap jabatan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I#
Peraturan Gubernur ini
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(2) Standar peralstan kerja minimal Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan perlatan karja PPTK.

BAB Xl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 26

{(NPPTK memyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,

semester, tiwulan, bulanan darvatay sewaki-waktu kepada Kepala
Dinas.

(2) Lapomn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporar

kebutuhan, kekurangan dan kelebitan pegawai:

keuangan;

kinerja;

kebukuhan, kekurangan dan kelebitign barang atau prasarana dan
sarana kerja;

akuntabiltas; dan

pelaksanaan kegiatan,

pao oo

~o

Pasal 27

Dalam rangka skuntabilitas, PPTK mengembangkan sistem pengendalian
internal sebagai bagian dad sistem pengendalian inlemal Dinas Tenaga
Kefa dan Transmigrasi

BAB i
PENGAWASAN

Pasal 28
Pengawasan isrhadap PPTK ditaksanakan oleh :

a lembaga negara yang mempunyai tugas memerikss pengelolaan dan
tanggung jawab kauangan negara;
b, aparal pemeriksa iremal pomerintah; dan
¢ inspekiorat.
BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada sad Peraturan Gubernar ni mulai berlaky, Keputusan Gubernur
Nomor 180 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerga
Unit Pelaksana Tekris 4 Lingkungart Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Propinsi Daeah Khusus lbuknta Jakarta, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30
Peraturan Gubernur ini mulal bartaku pada tanggal diundangkan.

Agac sollap orang mengetahuinys, memerintaikan pengundangan

pavaturan ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provirsi
Daerah Khusus tbukota Jakaria.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1¢ Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
TA JAKARTA,

Divndangkan ok Jakaria
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYAT
NIP. 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 118




Lemplran 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 114 TAHUN 2010
Tanggal 10 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS
PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

KEPALA PUSAT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKS) SEKSI
PENYIAPAN DAN KELEMBAGAAN
PENEMPA TAN DAN BURSA KEFLIA -
SUBKELOMPOK

JABATAN AUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKPTA JAKARTA,




tampiran if -

tbukots Jalcarta
Nomoy 114 TAHUM

2010

Tanggal 10 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KER.IA

Peratuwan Gubarmy Provinsi Deerah Khusus

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Kepda Pusat

- §1Humaniora
- Diklat Kepemimpinan Tk i
- Didat Manajemen

Perkantoran

- Diklat Maraiemen Kauangan
- Dikdal Pangadaan Barang

dan Jasa

- Dikiat Komputer
_ Dt Teknd

Ketanagakerjaan

Wia

Jumiah

Kepala Subbagian Tata
Usaha

51 Humamiora

Dikiat Kepemirnpinan Tk iV
Dwkiat Administrasi
Parkantoran

Drikdat Adminiswasi
Kepogawa.an

Dikiat =
Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

= Dikiat Teknis

Ketenagakerjaan

Pengadministeasi Lipum

Kepegawaian

D il Adminiskssi
Perkantoran

Dikiat Saiminkal/ Kearsipan
Dikiat Komputer

D W Admimstrass
DidatAdlm:m

Wk
Diklat Satminkal/ Kearsipan
Dildal Kompuser

Pengunys Fumah Tangga

D ! Admiristrasi

Dikiat Bendahara Barang
Dildat Kompuier

Diklat Pecgadann Barang
dan Jasa

-

Fengelola Keuangan

51 EkenomiManaemend
Akintansi
” .

Dikdat Perencanaan
Ddat Kompubsr




NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON : JUMLAH
Bendaham Pengetuaran - DWI Aluntansi 1
Pembantu - Dikiak Bendaharawan

- Dildat Komputes
Peimbantu Bendahara - DIn Akuntansi 1
- Dikiat Bendsharawan
- Diklal Kompeser
Pengadministrasi - DIl Alawtansi 1
Kevangan - Diklat Bendaharawan
- Dikist Komputer
Caraka - SMATSedomjat 1
- Didat Assiparia
Jumiah 14
Kepala Seksi Penyiapan " S1EkonamiH ukum \/a 1
dan Penempatan - Dikiat Kepemimpinan Tk IV
- Dikat Teknis
Kitersagakainan
Patugas Reknd CTKY « DAL Adivinisirasi 2
~ Dikla Komputer
- Dildat Teknia.
Ketonagakeqann
Pengadminisirasi Peserta | - D N Administmsi 1
Pembekaian - Dikdat Kompuler
- Dakdat Tekris
Ketenagakejaan
Kaordinator Instrukiur - DT Ademirestras 1
- Dikiat Komputer
- Dikiat Teluss
K kori
Petuges penyedsa = DTl Paleknik 1
periengkapan Pembelalan | - Dikiat Teknis
Ketenagakerjaan
Pengadmimsiras Dokumen ; - 0 1N Adminsirasi 1
Pamberangkatan TK| = Diklat Komputer
- Didz Tekns
Keienagakeriaan
Petugas Monitoring TK] - Dl Admirsshnesi 2
- Didat Komputer
- Dikiat Teknis
Ketenagakeviaan
]




NO NAMA JARA TAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH
Invs brudetur DN Sesua Kuashficasi 12
Dikdat Fungsional Bidang
Pelaithan dan Pernbelajaran
Diidat Teknis
Ketenagakerjaan
Penganian Kora D Admawstrasi/Ekonomi 4
Diklat Homputer
Dikiat Teknis.
Ketenagakefiaan
Jumiah 2
4. | Kepala Seksl Kelembagaan | - $1 EkonomiHukum i 1
dan Burea Korja Dikiat Kgpemimpinan Tk IV
Dildat Tekns
Ketenagaketjaan
[ Patugas Informasi TKI - DI AdministrasifEkonomi i
Driklat Komputer
Dikist Teknis
Ketenapakerjaan
Petugas Moniior Lembaga D il Admanistrasi¥Fkonoemi
Pelaksana Dikdat Komputer 2
(PPTTKN Dkt Teknis
Ketenagakarasn
Pelugas Promosi TH 51 Bonomi 1
- Dk ok Tek nm
Patugas Feneliti Parjanjan S1 Hulum/Ekonomi 2
Penempatan dan Kena Dikciat Teknis
Ketenagakerjaan
Petugas Fonelitan D il EkonomiAdministrasi 1
Dowmen Permintaan TK} Duitat Babasa Asing
Dikiat Teknis
Jumlah 8
Totaf 47
[

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSLIS
BUKFTA JAKARTA,




Lampitan Il -

Peraturan Gubemur Provingi Daerah Khusus

tbukota Jakarta

Nomoar 118 TAHUN 2010
Tanggal 10 Juni 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PENYIAPAN TENAGA KERJA

NO | Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah
| | Kepala Pusat Minibus 1 unit
Noebook 1 unit
Printer 1 unit
| Telepon 1 buah
- White Board 1 buah
Il Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Notebook 1, unit
" Prirker 1 Lnit
. Telepon 1 buah
h White Board 1 buah
Fiing Kabinet 1 bugh
f& ngadminisirasi Umum Komputesr 2 unit
Printer 2 Wit
Telopor 2 buah
Fax 1 - unit
Filling Kabinet 2 buah
- Mesin Ketik 2 buah
Pengadmirigtrasi Komputer :
Kepegawaian ! N
Printer 1 urit.
g Telapon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Mesin Absensi 1 uril
Mesin Ketil 1 buah
PengurusRumab T angg, Infocus 1 ynit
screen 1 unit
Fiing Kabinet 4 | bush
Pengelola Keuangan Komputer 1 731}
Printer 1 . unit
Masin Penghancur Kertas 1 buah
Mesin Htung 1 bush
Filing Kabinet 1 | bush
Bendahara Pengeluaran Kompuder 1 unit
B Pembant Katkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 [ bueh
Brankas 1 buah
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah




-

NO Nama Jabatan Peralatan Kavfa Jumiah
B ® i Pembantu Bendahara Kalladator 1 buah
2 Mesin Hifung 1 buah
i Filing Kabinet 1 buah
L.
7 | Pengadmunistrasi Keuangan | Kompiier 1 unit
Printer 1 it
Kalkulator 1 buah
Mesin Humg 1 unit
Filing Kabinel 1 buah
8 | Conska Sepeda Motor 1 uni
Filing Kabinet 1 buah
Il | Kepala Seksi Poryiapan dan | Komputer 1 unit
Penompatan
Printer 1 unit
Telepon bush
Filting Kabinet 1 buah
1| Petugas Rekrut Caion Komputer 2 unif
Tenaga Kerda (ndomsia B
Priker urit
Tolepun 1 buah
Filing Kabinet 2 buah
2 | Pengadmimsirasi Peserta | Komputer 1 unit
Pembekalan ,
Printes unit
Telepan buah
Fw w - buah
B Peralatan Keqa Teknis
3 | Koordinator tnatrukiur Korputer 1 Uit
| Pristar 1 unit
Tedepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kera Toknis
4 | Petugas Penysdia Komputer 1 wrik
i Perenakenan Pembelusian
Prirtear 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah




Nama Jabatan Paralatan Keda Jumigh
9 | Pengadministrasi Dolumen ; Komputer 1 unit
Pemberangkatar TKI
Prmter it
Telepon bugh
Filing ¥Xabinet 1 huah
Perolatan Kerja Teknis
6 | Petugas Monitoring TK) Komputer 2 unik
Prntar 1 unit
Teicpon 1 buah
Filling Kabinet 2 bugh
Peralatan Kerja Tekris B
7 | Instruktur Kompyier 4 unit
Printer 4 urdt
Fiing Kabinet 4 buah
Perdalan Kesia Teknis
8 | Pengantar Kera Kempiter 2 uni
Printey 1 urwt
Fiking Kabinet _basah
Peralatan Keria Teknis
Kepala Saks| Kelembagaan Komputes 1 unit
dan Bursa Koyja
Printer 1 uinit
Talopon t bygh
Fifliry; Kabinet 1 buah
1| Petugas nformasi Ti( Komputer 1 unit
Printes 1 unit
Teiepon 1] buah
Filling Kabinet t buah
Peralatan Kerja Teknis
2 | Petugas Monitor Lembaga | Komputes 2 unit
Pelaksana Pengerah TKI
{PPTKI}
Printes 1 urit
Telepon 1 buah
Fiing Kabinet 2_ | buah
Peralatan Karjs Teknis
3 | Petugas Pomosi TK| Komputar 1 unit
Postder 1 unit
Teleson 1 bugh
Fifing Kabinet 1 | buah
Poralatan Kerja Teknis




Nama .Jabatan Pevalatan Kerja Jumlah
Petugas Peneliti Perjanjan | Komputer 2 wnit
Penempatan den Kesis

Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 2 buah
Peratatan Kana Toknis
Petugas Peneliti Dokumen | Komputer 1 unit
Permintasn TK
Printes 1 it
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis

GUBERNUR PROVINSI| DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

/*@ ‘




